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TANAH TIMBUL DAN PENGELOLAU{NNYA
DI DESA MARGASARI KECA-I!4ATANI LABUHAN

MAzuNGGAI LAJVTPUN G TIMUR
(DETETTZI PTNSPTKTIF KORBAN TANAH MUSNAH)I

F.X. Sum arja,S.H.,M.H., Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.
dan Dr. Muhamrnad Akib, S.H., M.H.'F

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai suatu negara kepulauan terCiri dari 17.508

buah pulau besar dan kecil yang secara keseluruhan merniliki
panjang garis pantai sekitar 81.000 km. Sebagian daerah tersebut
ditumbuhi hutan mangrove dengan lebar beberapa meter sarnpai

puluhan kilometer. Masing-masing kawasan pantai dan hutan
mangrove pada pulau-pulau di atas memiliki historis perkembangan
yang berbeda-treda. Perubahan keadaan kawasan pantai dan hutan
manqrove sangat dipenearuhi oleh faktor alam dan faktor ca:i'.pui
tangan manusia. Diperkirakan 607o penduduk Indonesia hidup cian

bermukim Ci daerah pantai. Dari 64.439 desa di Indonesia, terdapat
4.735 desa yang dapat dikategorikan sebagai clesa pantai. Bahkan,

masyarakat yang bermukim di wilayah kota pantai sudah mencapai

sekitar 100 juta crang2

Secara historis, penyebaran dan peningkatan jumlah penduduk
yang menguasai kai.r.asan pantai di Indonesia dimulai oleh Para
pedagangrinelavan atau para penyiar agama yang sering berlaVar

baik dari negara lain maupun yang berpindah-pindah dari ptrlau
yang satu ke pulau-pulau lainnya. Secara berangsur-angsur sebagian

dari rnereka menetap dan menguasai lahan pada kawasan pantai
yang diantaranva berupa hutan mallgrove. Sampai saat ini sulit

* FX Sumardja dan Muhammad Akib adalah Lektor Kepala, sedangkan Heryandi

adalah Guru Besar Hukum Laut. Ketiga adalah dosen pada Fakultas Hukum Unila.

Alamat Jl. Soemantri Brodjonegoro No. I Gedung Meneng Bandar Lampung

3524s
I Pernah disampaikan dalam temu Ilmiah Tahunan Asosiasi Filsafat Hukum

Indonesia, pada Panel: Keadilan Sosial dan Hak Asasi Manusia, tanggal 3-4

September 2014, di Univesitas Bina Nusantara Jakarta Barat.
2 (htto: I lwww.deohut. so.i
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untuk mel,akukan pendataan kepemilikan lahan di kawasan pantai,

karena sejarah, kondisi sosial-budaya dan faktor lain yang
mengakibatkan masyarakat tradisional penghuni pantai berpindah-
pindah. PaCa perkembangan kepemukiman masyarakat pantai

tersebut, saat ini perubahan status fungsi dan kepemilikan kawasan

pantai dan hutan mangrolre di rt ilayah-wilayah pesisir dihadapkan

pada n-rasalah-rnasalah belum adanya pengaturan oleh pemerintah

tentang status kepemilikan iahan, pengerukan. tanah timbul dan

reklamasi muara sungai dan pantai, meskipun telah ada UU No. 5

Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (sering

Cisebut LIUPA).
LTUPA sebagai peral.ir.an dasar bag: pen=aturan sumber daya

alam yang ditujukan uniuk sebesar-besar kemakrnuran rakyat,
iernyata rnasih mening=aio-ar, beberapa Perscaia;-, =r,ang belum tuntas
ci-iatur, seperti telah ciisinggulg cii aias. Salah saiun-va adalah tanah

iimbul, baik yang ada :^ ;::,;;; aiau i:-Li-l&jrG. s-:-..;ar, ianau ataupun
di r.t ilayah pesisir/ pa--.ai= l''lei:,ai-ig,i.isadaii ba;in-a UUPA sebagai

peraturan dasar di biCaeg s:-l=.r-ber dava alap --.,.ang hanva mengatur
asas-asas atau masaiah-n:,asalah pokok clalair-, garis besarnya,

utamanya hak-hak atas ianah.

Fasal 22 IJTJPA ==::.9?:':: bah',^.'a hak =iE= atas. ta-'.ah dapat

ierjadi kai:ena ketentua;, i:uku;r, adat, keteatuan u-.janE-ur'iang dan

penetapan pemerintah-. Terja+rr':-va hak mrlik Lnenur.lt hukum adat

salah satunya karena arj.an-."'a tanah timbui. Gi'ang ,var ig merniliki
sebidang tanah yang berbatasan lan*sung ciengan tanah timbul,
maka ia dapat menjad: ;e--;ilk ;anah iiir,bul ri- jrka irCak terlalu
luas. Persoalannya batasan ticlak te'r'lalu luas, tidak jelas. Oleh

karenanya UU No. 34 tahun 2C04 tentang Pernerintahan Daerah telah

mengatur bahw-a Pemerintah Kabupaten/ Kota mempunyai
kewenangan mengatur tanah timbul.

Salah satu lokasi terjadinya tanah timbul adalah di Desa

Margasari Kecamatan Labuan N{aringgai Lampung Timur. Secara

historis, sebagian tanah timbul berada dilokasi/ tempat yang
sebelumnya rrrerupakan daratan pantai (tanah bebas ataupun tanah

hak) yang kena abrasi dan tanahn1,z menjadi musnah karena adanya

penebangan hutan mangrove. Abrasi pantai bisa mencapai 500 meter

yang rnemusnahkan sarana prasarana unlrrm, tanah tamtrak dan

bangunan SDN 02 Kuala Penet. Cleh karenanya pemerintah

mcngambil sikap untuk n-rerrgadakan rehabilitasi pantai: dengan

penanaman mangrove dengan tujuan untuk memulihkan kondisi
hutan mangrove agar berfungsi kembali secara ekologis dan
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ekonorni, Luas area mangrove di Desa Margasari yang direhabilitasi

rentang tahun antara iahun 1995-2005 adalah seluas 300 ha'

kemud-ian pada tahun 2011, luas hutan mangrove mengalami

peningkatan kembali yaitu mencaPai 700 ha3

Salah satu instrumen hukum yang digunakan oleh Pemda

Lampung Timur untuk rehabilitasi pantai adalah Perda No 3 Tahun

2002 tentang Rehabilitasi Pesisir, Pantai dan Laut dalam Wilayah

Kabupat.., L.*pung Timur. Upaya rehabilitasi itulah tampaknya

berdampak pada munculnya tanah timbul.

f"4uairrya tanah timbul bisa karena peristiwa alam rnurni

tetapi bisa jrgu karena campur tangan manusia (rekayasa). Misalnya,

seperti yang?ik"*rrkakan Ketua Kornisi B DPRD Kota Cirebon, H

Ahmad Azrul Zuniarto, bahwa sebagian tanah timbul di daerah

Cirebon Jawa Barat karena adanya rekayasa dengan rnenimbun

sampah c-l-i pinggir pantai,a dan karena sifat pantainya (bukan tipe

pantai yang *""119g"16 tlaratan, tetapi tipikal pantai yang selalu

*"ngut.mi pendangkalan), maka timbunan sampah it'; la=ra-

kelamaan tertirnbunlanah dan meniadi tanah timbul' Mungkin bisa

disebut reklamasi pantai secara tidak langsung. Kemudian tanah

timbul bisa juga kaiena reklarnasi pantai sesungguhnya- jadi pantai

sengaja ditimbl;n, ::raka teriadilah tanah timbul. Apu yang ier:aai Ci

desi N.{argasari {-r:aiiir tanah timbul) bisa fadi karena ada;:';a

penanaman mangrcve atau dampak positif dari Penanarian

iou.,gro.r" (rekar,,Isa) yang merniiu munculnya tanah timbutr'

persoalan ,vang i"*.rdiun muncul adalah siapa yanS- berhak aias

tanah. timbul dlbekas tanah daratan yang pernah kena abrasi'

Secara nor::ratr,t telah dengan tegas diatur di dalarn Pasai 27

UUPA, bahro,a saiah saiu sebab hapusnya hak atas tanah adaiah

karena ta:rah=*.va lh:.LSrrah. Musnah^y^ tanah bisa semata-mata karena

peristirva alarn seperti banjir, gempa bumi, abrasi laut, tetapi bisa

irgu karena akibat perbuatan ma:rusia. Misalnya karena hutan

*Irrgr.r.r" ditebangi untuk kepentingan tertentu, akibatnya

geloilbang laut menerjang pantai tanpa ada penghalangnya dan

Lengkikis daratan pantai. kerusakan pantai seperti inilah ,vang

banyat te;jadi di Indonesia, tidak terkecuali di Lampung Timur'

khususnya di Desa Margasari Labuan Maringgai' Dengan

musnahnya tanah maka u".rtu normati{ hak atas tanahnya hapus

3 Novia Fitria Istiawati, Partisipasi Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan Mangrot'e

di Dese Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur

tahun 2011, e-Jurnal 2013, hlm. 5.

2lOBl ...1 khaw

I

a radarci
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atau berakhir. Kalaupun dikemudian hari tanahnya muncul kembali

sebagai tanah timbul tidak otomatis menjadi miliknya-
Dikatakan tidak otomatis, karena UU otonorni daerah telah

memberikan kewenangan kepada Kabupaten/Kota untuk mengatur

keberadaan tanah timbul. Iadi tanah timbul itu akan diberikan

kepada siapa dan untuk apa diserahkan sepenuhnya kepada

pemerintah daerah masing-masing. Pemerintah Lampung Timur

telah mengambil sikap bahrra daiam rangka perli'*.,iunsan terhadap

ekosistem lingkungan kar1.3S?ir sekitar pantai rnaka tanah timbul

dikuasai dan merupakan hak pemerintah. Demikian ditegaskan

dalam Pasal 9 Perda No. 3 Tahun 2AA2. Hanya saja bagairnana cara

perlindungan dan pengi:as-aar-: ianah timbui bei-r* *-rendapatkan

pengaluran.
Selain uraian di aias.. 

-bah-'^.'a tanah iir:rb-i iidak otomatis

menladi miliknya, karena daia::--. hukum a,jatpun- n=n-t'a diatur secara

umuin bahwa terjadin-r,'a ..t i.r ;ilik kare na aci;:-, ,-- :anah iimbul,

melalui ketentuan Pasal 2: L:Ui-':,. Sehingga iiciai{ aierriacli jaminan

tanah rniliknya yang perrah n:-;snah dan di k-er,-'iian hari timbul

akan menjadi miliknya" iviene=ingai timbuinva tanah jrga bukan

karena-l-iya. Kalau timb,-ik..i.a tair.ah ciisebabkari cie::- =erbiiatannya,
kernungkinan pemerintal -::. -1-1lil i-l-,=r:perti-1i':::i;{iia:-''i="a.r

Berdasarkan uraia"r :: a:n: periu 'iii:aji 1e=:- ia;-,!ut aaaiah,

pertama bagaimana Pengati-iian Status Tanah Timbui pada \{ilayah
Pesisir Desa htlargasari i(ecai:-.aian Labuan hiari--.gga-i i-ampung

Timur?; dan kedua, basaiffana Pengeiolaan Tanah Tirnbul pada

trVilayah Pesisir Desa i*iargasaii Kecan:iaian La;''-an l--{aringgai

Lanr,pung Timur?

B. Kewenangan Pemerintah Daerah Mengatur Tanah Timbul

Terdapat tiga teori )'ang menjadi alat untuk menganalisis

bagairnana hubungan hukum antara subyek hukum penguasaan dan

pemanfaatan atas tanah timbul oleh masvarakat dalam perspektif

hukurn agraria nasional, 1'aitu: teori hukurn alam (lex naturalis), teori

utilitarian, dan teori hukum sebagai suatu sistem (the legal system).

Berdasarkan teori hukum alam, penguasaan tanah oleh masyarakat

itu dapat dilakukan pada rt,ilayah yang tidak bertuan (tanah kosong).

Ajaran Hugo Crotius (1583-1648) dan Samuel Pufendorf (1632-1694)

t Lihat Putusan Mahkamah Agu Nomor 3948 zuPdtllggg.
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dipandang sebagai teori hukum alam yang lebih tua mengenai mi1ik.6
Menurut Hugo Grotius, semua benda yang pada mulanya adalah res

nullius (benda-benda yang tidak ada perniliknya). Tetapi, masyarakat
membagi-bagi semua benda dengan dasar persetujuan. Benda-banda
yang tidak dibagi secara dernikian, selanjutnya ditemukan oleh
perorangan dan dijadikan kepunyaan masing-masing. Dengan
demikian benda tersebut tunduk kepada penguasa individual. Satu
kekuasaan penuh untuk menentukan penggunaan benda (power of
disposition) adalah dideduksikan dari penguasa individual itu,
sebagai sesuatu yang terkandung di dalamnya menurut logika dan
kekuasaan bersama ini menjadi dasar untuk memperolehnya dari
orang lain. Yang tuntutan haknya berdiri langsung atau tidak
langsung di atas landasan alarniah dari pembagian asli baik
persetujrlan, penemuan atau pendudukan sesudahnya.

Penguasaan dari pernilik supaya sempurrra bt-kan hanya
mencakup kekuasaan untuk memberikan inter aiaos (antara orang-
orang yang hidup), ietapi j*gu kekuasaan untuk rnewariskannya
sesudah meninggal sebagai pemberian yang ditangguhkan.

Samuel Pufendorf, membangun teorinya di atas satu fakia asli,
yaitu pada mulanya terdapat satu hak komunal negatif vang
menyebutkai-' b"i-r-wz pada i:irulanya benda adalah res corrurtlit?€s, ti'jak
seorangprtn \,ra-ng rrnenlacii pemiiiknya. Barang-barang tersebut d.apat

dipergunakan oleh semua orang. Dinamakan satu komunal vang
negatif untuk rrrernbedakannya dengan pernilikan tegas (ffirmdtice)
oleh orang yang sama. Orang yang rnenghapuskan pemilikan
komunal neeaiii dengan persetujuan timbal balik dan dernikiai:'.

menegakkan pe-iiiikan pribadi.
Perkern oziig2^r'r hukum alam menirnbulkan satu tahapan baru

dari pembenacan =.ilik aias dasar tabiat manusia. Hal ini disarankan
oleh para ahii ekcnomi, yang menyirnpulkan milik dari siiat
ekonomis manuisia sebagai suatu keharusan dari penghidupan tiap
orang dalam rrasyarakat. Biasanya faharri ini dihubungkan dengan
teori sosial psikologis di satu pihak dan dengan teori sosial utilitis di
lain pihak, dalam filsafat hukurn teori ini bersifat metafisik.

lv.{enurut teori utilitarian, menjelaskan bahwa pada hakikatnl'a,
manusia akan bertindak (melakukan tindakan) itu untuk
mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurang
penderitaannya, atau terhadap peraturan yang di buat harus dapat

u Aslan Noor, Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia, Ditinjau dari
Aiaran Ha
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I
{

memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sejumlah

individu dalam masyarakat (the greates happines fo' tlrc greatest

number). Sementara itu menurut teori hukum sebagai satu sistem

menjelaskan, bahwa hukum sebagai suatu sistem dalam operasinya

mempun;zai tigu elemen atau komponen dasar yang saling

berinieratsi, yaitu struktur, substansi dan kultur hukum-

Sehingga untuk memand.ang hak milik atas tanah timbul, selain

drkaji dari teori huk'.rm alarn dan teori utilita-', i-gu akan dilihat dari

sistem hukum yang brrlaku di suatu negaia. Berdasarkan sistem

hukumnya kepemilkan tanah timbul akar, dikaii dari sisi hukum

tanah nasional , ya7yL7 L'-IJ?A cian aturan peiaksanaannya' Aturan

hukur-'r yang dikajl :t.lak hanl'a hukum teit=iis, tetapi jrg. dari

hukum ia.iyurrg riilLr-iri:i1..,a tidak tertuiis da;-, ;uga hukum tertulis

-yang lain yailu Yuris=r-'-lensi '

Seperti teiah dj:-ir.siiung di atas bai-rr,.,.a 
-irallr,":a hak rnilik atas

ianah clipat terjadi k;.;.=.- r,=.eiiiuan hukuri, aJ::, -r:eteniuan undang-

undang d^^ penetap=ii *€i-Lerintah. Terjaiiiirr-; irak ii:.ilik menurut

hukum adat salah sat-i--.va karena adanYa ia-ah timbui' Orang yang

memiliki sebidang tanah -'-',an$ berbatasan i':-''3sun-g dengan tanah

timt]ul, maka ia Jaret =:rerilacli 
pemilik ia--rai =;::Lbui 

iiu jika tidak

terlaiu luas, clernikia:: :;=te-=;a:-. Pasai 22 T---?-... ?asai 22 UTIPA

telah diperkuat de*ga::, pui-',-:san Iv{A }i'=. :'l+i' r-i?at|';}9cs sengketa

antara H.M. Saleh Ka:,,1i vs Drs. H-A- Radjak' F-a"r'ii, iengan Maielis

Hakim Agung: 1i Tj,r*g Abiui i"{uthaiiir.- iKetuai; 2i suwawi

(Anggotu); artt 3i A,rblioto (Angota). Mairkamah Azung dalarn

putusannya berpe-i "Tai, 
'lahiva kebera"a--keberaiar' ini dapat

dibenarkan, sebab 'carrah timbul atau tanah periekatan/ delta dalam

hukum adat meniadi nr-ilik dari pernilik )'ang diiekati, bila terjadi

karena alami, tetapi dalam sengketa ini karena diupayakan oleh

tergugat maka tanih tumbuh atau tanah perlekatan/delta menjadi

ndlik y angmengusahakan (tergugat)'

Begitu jrgu ketentuan Pasal 589 KUHPerdata lTtelnp€fkuat

eksistensi hukum aclat tentang tanah timbul, bahwa: "Pulau besar

dan pulau kecil, /ang terdapat di sungai yang tidak dapat.dilalari

atau diseberan$ dengan rakit, begitu pula beting yang timbul dari

endapan lump,Ir di sungai seperti itu, menjadi milik si pernilik tanah

di tepi u.rr-rgui tempat tanah tirnbul itu terjadi. Bita tidak berada pada

salah satu dari kedrra belai-r sungai, maka pulau itu menjadi milik

semlla pemilik tanah di kedua tepi sungai dengan garis yang

merulrut perkiraan ada di tengah-tengah sungai sebagai batas'"

Namun dengan belakunya UUPA pasal tersebut tidak berlaku lagi.
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Beting adalah timbunan pasir atau lumpur yg panjang di muara
sungai atau di tepi laut

Eksisteni hukum adat itupun kemudian mengalarni pergeseran
tatkala tatanan dan lembaga adatnya mulai memudar, di lain pihak
peran pemerintah semakin dorninan. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1)

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa
Pemerintahan Daerah Kabupa ten/ Kota dalam menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pertanahan memiliki kewenangan
dalam hal pengaturan tanah reklamasi dan tanah timbul.

Lebih lanjut ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No. 1,6

Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah jo. Surat Edaran Menteri
Negara Agraria/KaBPN No. 41.0-1293 tanggal 9 Mei 1996 tentang
Penertiban Status Tanah Tirnbul dan Tanah Reklamasi, bahwa tanah
yang berasal dari tanah timbul atau hasil reklamasi di wilayah
perairan pantai, pasang surut, rawa, danau, dan bekas sungai
dikuasai langsung oleh Negara. Sementara itu, surat edaran berisikan
tanah-tanah timbul secara alami seperti delta, tanah pantai, tepi
danau/ situ, endapan tepi sungai, pulau timbul dan tanah timbul
secara alarni lainnya dinyatakan sebagai tanah yang langsung
dikuasai oleh negara. Selanjutnya penguasaan/pernilikan serta
penggunaal'.-nva ,iiatur oleh Menteri Negara Agraria/ Kepala Bada-n

Pertanahan Nasicnal sesuai dengan peraturan perundangan ,vang
berlaku.

Mengingat adan'ya ketentuan Pasal 10 UU No. 32 tahun 2OO4ia.

PP No. 16 tahun 2004 ifan Perda Kabupaten Lampung Tirnur No. 3

Tahun 20A2 tenta:rg Rehabilitasi Pesisir, Pantai Dan Laut Daian.
lVilayah Kabupaten I-ampung Timur, maka status hak atas tanah
timbul di pesisir paniai Tirnur Kabupaten Lampung Timur
merupakan tanah ;,,a::g dikuasai langsung oleh negara. Pasal 9 Perda

tersebut mengaiui:, bah.,va perlindungan terhadap tanah tirnbul
dilakukan :lrLtiik r-ielindungi ekosistem lingkungan kaw'asan

sekitarnya, tanah dmbul dikuasai dan merupakan hak pemerintah.
Tujuan, sasaran clan ruang lingkup dari Perda tersebut

dituangkan di dalarn Pasal 2. Rehabilitasi pantai bertujuan untuk
mengembalikan fungsi pantai sebagai-rnana rnestinya dan menjarnin
kelestarian pesisir, pantai dan laut sesuai dengan fungsi dan
peruntukannya serta menj anf n peningkatan pendapatan masyarakat.
Sasaran rehabilitasi pantai adalah: a) mengendalikan kerusakan dan
memulihkan pesisir, pantai dan laut, b) rnengendalikan pencemaran
dan pendangkalan pantai di sekitar muara sungai, c) meningkatkan
fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim tumbuhan dan satwa
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pesisir, pantai dan laut, d) memPertahankan keanekaragaman

tumbuhan, satwa, .ekosistem, dan keunikan alam, e) meningkatkan

pendapatan masyarakat setempat, f) mengamankan tanah timbul
sefagii hak pemerintah, g) memberikan arahan bug orang dalam

merencanakan dan melaksanakan Program Pernbangunan di wilayah
pesisir, pantai dan iaut, h) menigkatkan kesadaran dan Peran serta

masyarakat dalam meiaksanakan rehabiiitasi ttla,vah pesisir, pantai

dan laut cii daerah, da--. ii memberikan ketent:ai!-rdii dan kenyamanan

bagi masyarakat gene;asi sekarang dan Ya::r= akan datang.

C. Pengelolaan Tariah Timbul di Desa Iv{argasari Kecamatan
Labuan Maringga; Lampung Timur

Tanah n*O':: di i.,ut,u, ar:aian sa.i=at strategis untuk
pengernbangan ci-a-r'r 

=eril:-i.dungan 
ekc-sj,ste= pesisir pantai serta

dapat rnenunjaftE er-i.ii.iii1i masvarakai oi seir;ai;ika dikelola dengan

baik. Perda No -? Tari-.::: 2*OZ telah ,J.enga:-r iegas r-rr.engatur bahwa

tanah timbul dii:-a-sar dan menjadi h;k pemerintah guna

perlindungan tanah timbul dan :reriindunsan- ekosistem

disekitarnya. Semry:tata itu keteniuan rnen=ei.lai pentanfaatan dan
penggunaan ta-r-,ah 

==:b'lj -teiurn dia3ii. !i sa* 
=ir.ai( 

masyarakat

,yang tanahnya p€rirail h:iang atau musna;*r, se.tala:-B t-iri.rbul kembali
merasa sebagai pei:tlikn=.,a. Pada pihak ia::-i tentuni'a Pemerintah

Larr-.pung Tirnur i-g. merasa berhak sesuai p*erda -y-ang ada. Atau
tanah pantai dan tar-,air timbul dampak dari rehabilitasi mangrove

dianggap merupai-a- kaii-asan huta:-i. FIal iri akan menimbulkan
kon-flik, jik-a tidak segera ada pengaturan lTtengenai penggunaan dan

pemanfaatan tanah timbul. Sebelum membahas model pengelolaan

tanah timbul, dapat diperhatikan kondisi desa Margasari.

Desa Margasari Kecarnatan Labuhan Maringgai Kabupaten

Larnpung Timur memiliki luas wilayah 1702 ha, yang terletak pada:

1,. Sebelah {Jtara berbatasan dengan Desa Suko Rahayu Labuhan

Maringgai
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Minosari Labuhan

Maringgai
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sri Gading dan Karang

Anyar Labuhan lv{aringgai.

Luas wilayah 7702 ha, terdiri dari tanah pemukiman 230 ha,

tanah sawah 324 lna, tanah perkebunan 18,5 ha, tanah pekuburan L,5

ha, tanah pekarangan 420,5 ha, tanah perkantoran 3 ha, tanah untuk
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prasalana umum lainnya 4,5 ha, dan tanah negara berupa hutan
mangrove 700 ha.

Penduduk Desa Margasari menurut monografi desa tahun 2072
tercatat 1.894 kepala keluarga dengan jurnlah warga 7.547 orang yang
terdiri dari 3.824 laki-laki dan 3.773 perempuan. Rata-rata ti.p
keluarga terdiri dari 4-5 orang.

Tingkat keseiahteraan keluarga nrarga Desa Marga-cari

tergambar pada tabel berikutt 
,u*r r.

Tingkat Kesejahteraan Keluarga Warga Desa N,Iargasari Tahun 2A72

Tingkat kesejahteraan -waig? masvarakat Desa Marsa-.ar
tersebut di atas d.apat dipaha::-,i, mengingat sebagian L-*
penduduknya adalah bermata-pencaharian atau mengandalkan pada

sumber penghidupannya dari bidang pertania-n salvah (742 KFi; ,ian

buruh tani (102 KK) dengan pendapatan perkapita Rp 2.500.000 yang

didorninasi suku Jawa, bidang perikanan baik sebagai nei;r=='-'',

maupun buruh nelayan (574 KK) dengan Pendapatan perkapita Rp

4.500.000, bidang jasa dan perdagangan (45 KK) dengan pendapatan

perkapita Rp 4.000.000, bidang kerajinan rumah tangga (15 KK)

dengan pendapatan perkapita Rp 3.000.000, bidang perkebunan (5

KK) dengan pendapatan perkapita Rp 6.000.000.

Penguasaan tanah bagi warga Desa Margasari baik tanah

pertanian maupun non pertanian, dapat diperhatikan Tabel 2 di
bawah. Terdapat lebih dari 50% warga (KK) Desa Margasari yang

menguasai tanah kurang dari 0,5 ha, bahkan terdapat 11.,257" warga

(213 KK) tanpa menguasai atau merniliki tanah.

Tabel 2.

Penguasaan Tanah Warga Desa Margasari Tahun 2012

No. Status Keseiahteraan Keluarga umlah Kel
1 Praseiahtera 218

2 Seiahtera 1 456

3 Seiahtera 2 525

4 Sejahtera 3 425

5 Seiahtera 3 plus 214

Total 1894

Sumber: Monografi desa, tahun 2A72

No. Penguasaan Tanah (ha) KK o/o

1 Tidak memiliki tanah 213 11,,25

2 0,L - 0,2 425 22,44
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3 0,21.4,3 211 L1,,'1,4

4 0,31- 0,4 198 ']-.0,45

5 0,4L- 0,5 L50 7,92

6 0,5L- 0,6 147 7,44

7 0,61,- 4,7 \40 7,39

8 o,71- A,8 135 7,13

9 0,81- 0,9 130 6,86

10 0.91-i.8 95 5,02

11 1,01-5.C 30 1,58

12 5,01-10,0 21 ']..,1'1,

1,3 I ol.ih ia'r-i 1fi 5 0,26
'I ^r- t
I. LJ LG.I 1894 100

Sumber; Monc=aii De-sa Margasari, 'ii+i=h tahun 2072

Warga I'esa -liargasari ierciiri da,-i etnis iawa (4605), Bugis

(2031), Madui; i51i7\, Sunda ii79,\, dan l''{inang (204)' Beradasarkan

asal usul etnis suku bangsanya, maka iercermin juga dalam hal

budaya. Terciapai sat:-i kelompok kesei:,-ia':-: Keioprak, satu unit Orgen

Tunggal, dan clua kelompok keseniarr Kuda Lumping di Desa

Mar gasari. Se::, i aud"ava ciidornina,s i oieh- -'{ ai"5a ElasYarakat }awa.
Tanah iimbiil i.ar,g ierdapai di Desa Margasari sekitar 80 ha, itu

dalam pengiiasaan negara (Pemda Lainpung Timur). Keberadaan

tanah timbui. =erupakan salah satu ta;r..,ia keberhasilan pemerintah

dalarn mengembaiikan kebeladaan hutan rnanglove yang pernah

musnah. lr4usnahnl'a hutan mangrave iikarenakan perilaku

masyarakat membuka usaha tambak ciengan membabat mangrove.

Akibatnya terjadi abrasi laut yang menghancurkan tambak yang

dibuka, bahkan berdampak lebiir jauh yaitu memusnahkan

pemukiman dan lahan pertanian warga masyarakat.

Bagi \varga masyarakat yang tidak berdosa namun mengalami

dampak yaitu kehilangan rumah dan lahan pertanian, dengan

munculnya tanah timbul menurnbuhkan harapan untuk
mendapatkan tanahnya kembali. Beberapa warga kurban tanah

musnah, ada yang telah mencoba untuk mengusahakan tanah timbul
tetapi dilarang oleh aparat desa. Aparat desa tidak mengizinkannya,

karena terhalang oleh adanya aturan. Tindakan aparat desa secara

psikologis mematahkan harapan watga, apalagi dengan adanya

aturan hukum berupa Perda Lampung Timur yang menyatakan

tanah timbul dikuasai negara. Sebenarnya harapan masyarakat untuk

mendapatkan tanahnya kembali masih dimungkinkan, sebab Perda
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tersebut belum mengatur mengenai cara pengelolaan tanah timbul.
Diharapkan Pemda Lampung Timur segera mengeluarkan aturan
kebijakan pengelolaan yang memihak kepada warga kurban tanah
musnah

Model pengelolaan tanah tirnbul; pertama bisa dengan cara

redistribusi hak milik kepada warga Desa Margasari yang sama

sekali tidak memiliki tanah, utarnanya tanah pertanian. Model ini
bisa ditempuh dengan rnemasukan tanah tirnbul sebagai objek
landreform (istllah sekarang objek reforma agraria). Calon penerima
akan diseleksi berdasarkan skala prioritas sesuai aturan yang ada.

Misatrnya, akan diberikan kepada korban tanah musnah yang masih
bertempat tinggal di desa-tersebut, kepada orang yang selama ini
sudah menggarap tanah tirnbul, atau kepada buruh tani yang tidak
mempunyai tanah pertanian, dsb.

Model pengelolaan kedua, pemberian hak pakai kepada warga
Desa Margasari yang tidak merniiiki tanah secara bergiliran dalam
iangka waktu tertentu, misalnya 3 atau 5 tahun. Cara demikian dapat
diternpuh mengingat sebagian besar petani dan buruh tani
didominasi oleh suku Jawa. Sementara dalam hukum adatnya, di
iawa dikenal dengan pemberian tanah kepada warganya bukan hak
milik yang tidak terbatas jangka waktunya, namun sekedar diberikan
hak memakai tanah dalam jangka waktu tertentu, secara bergiliran
.iiantara warga rnasyarakat. Tenlunya hal ini tidak bisa begitu saja

diterapkan, mengingat penduduk Desa Margasari tidak hanya terdiri
dari suku ]awa. LTntuk mendapatkan rnodel yang tepat masih harus
<iilakukan kajian lebih mendalam dengan mendengarkan aspirasi
ivarga masyarakat l'','laif,asari, terutarna warga yang berdekatan
.Cengan wilayah ta::rah timbul, bahkan kepada warga kurban tanah

_r,ang musnah. Kepacia siapa hak pakai akan diberikan, akan lebih
baik jika diprioriiaskan kepa,ia korban tanah rnusnah.

Berdasarkai-'. da a monografi Desa Margasari diketahui bahwa
terdapat lebih dari 50".4 r*rarga (KK) Desa "Margasari yang menguasai
tanah kurang dari 0,5 ha, bahkan terdapat 11'25% warga (213 KK)
ianpa menguasai atau memiliki tanah. Mendasarkan pada teori
utilitas, maka sudah selayaknya jika warga masyarakat yang ytrrg
tidak merniliki tanah pertanian untuk mendapatkan prioritas dalam

oengelolaan tanah timbul. Tentu saja dalam pendistribusiannya
harus diperhatikan jrgu kriteria yang rnencerminkan rasa keadilan.
Misalnya diprioritaskan kepada warga yang paling lama rnendiami
daerah tersebut dan menjadi korban tanah musnah serta yrlg
bersangkutan tidak memiliki tanah, jrg, diingat secara fungsional
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bahwa tanah itu untuk pertanian atau untuk perikanary akan lebih
tepat jika diberikan kepada petani atau petani perikanan

D. Penutup

Berdasarkan penjelasan terset'rut dapat disimpulkan bahwa,

pertama Peng;a-saan tanah tirnbul adaiaL pada negara, dalam hal ini
Pemda Lasr='r:::g Ti:rrur, sehingga r1'a-Ega masYarakat yang secara

sepihak rneniak-r: tanah tirnbul adal=!' ti{iak sah. Kedua, Berdasarkan

kondisi gecgraiis, sosial., ekonorni cia;:. br:riaya tanah pertanian sangat

berarti brg para petani dan buruh iani, sementara bagi nelaya'dan
buruh neiavan tanah pertanian (tanah timbul) tidaklah. menjadi
perhatian yF,3 serius. Mociei pengeiciaan ,yang disarank&fl, bisa
dengan reci.isil:=usj. hak r.iLii-. tana-r-, ij:nbul, atau pemberian hak
pakai secara rergiiiran cialam jangka'y^iakt-:r iertentu.

Guna =ienca;jai sasaran vang di:naksud dalam jawaban atas

kedua per==-sa:ahan tersebu t, direriukan inisiatif dari Pemda

Larnpung Ti;:nur ataupun dari badar, Legislatif Lampu1rg Tirnur
untuk rnensair.rr keberadaan tanah timbul di Wilayah Pantai

Kabupaten Larr'.pung Timur, agai tidak terjadi sengketa, baik antar-
warga rllauF:j:-1 rA..arga dengan pe='.€rii-rtah dalam rrremroflfaatkan

tanah tirnbui
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